PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.| Nomor 13 Tahun 2017,

tanggal 29 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fung-
sional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
instansi Pembina bertugas untuk menyusun Pe-
doman Formasi Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional
Pengembang Teknoiogi Pembelajaran;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 3547) seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubah-
an atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Neg-
eri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121):
Peraturan Pemerintah Nomor €7 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
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donesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer-
intah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah |

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 20062 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pen-
gadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer-
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PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

intah Nomoer 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil sebagaiman'a telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peruba-
han atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 235);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan - Aparatur
Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/20092 tentang Ja-
batan Fungsional Pengembang Teknologi Pembe-
lajaran;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Ber-
dasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan
Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

| Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBU-
DAYAAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELA-
JARAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Formasi Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran adalah jumlah dan jen-
jang jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran yang diperfukan dalam suatu satu-
an organisasi negara untuk mampu melaksanakan
tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yvang berdasarkan pada ke-
ahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang me-
menuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pega-
wai aparatur sipil negara (ASN} secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintah.

4. Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang selan-
jutnya disingkat PTP adalah jabatan yang mem-
punyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengem-
bangan teknologi pembelajaran yang diduduki
oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberi-
kan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

5. Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah
suatu proses analisis, pengkajian, perancangan,
produksi, penerapan, dan evalusi sistem/model
teknologi pembelajaran.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir keg-
iatan yang harus dicapai oleh PTP dalam rangka
pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara
objektif digunakan untuk menyelesaikan peker-
jaan dari unsur utama. .

8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan
atau target hasil yang harus dicapai dalam satu
satuan waktu tertentu.

9. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebuday-
aan. '

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Men-
teri.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
adalah Gubernur.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kapupat-
en/Kota adalah Bupati/Walikota.

13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PTP adalah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional PTP
merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepega-
waian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota dalam menyusun farmasi Jabatan
Fungsional PTP di satuan organisasi masingmasing.

Pasal 3
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional PTP
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tercantum dalam Lampiran yang ‘merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsion-
al PTP wajib mengikuti segala ketentuan yang
berlaku dalam Peraturan Menteri ini; dan

satuan organisasi pemerintah yang memiliki fung-

si sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.B Per- |

aturan Menteri ini agar segera menghitung dan
mengusulkan kebutuhan Formasi Jabatan Fung-
sional PTP guna pelaksanaan fungsi organisasi
secara optimal.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

" PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
,pada tanggal 6 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 185
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 59 Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
185 Tahun 2016, telah diatur petunjuk pelaksa-
naan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
bahwa untuk memperjelas ketentuan mengenai
penggunaan sarana identifikasi sebagai cara untuk
menentukan tarif progresif sebelum dan setelah
berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 185 Ta-
hun 201€ Peraturan Gubernur sebagaimana di-
maksud ¢ lam huruf a perlu disempurnakan;
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C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruba-
han Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaima-
na telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
19 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus |bukota




